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ABSTRAK

Salah satu faktor penyebab kematian pasien adalah keterlambatan sampai pada fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya
rumah sakit. Salah satui faktor utama kondisi ini adalah karena masih rencdahnya aksesabilitas pelayanan kesehatan
rujukan yang ditandai dengan ketidakcukupan kapasitas tempat tidur rumah sakit dan adanya ketidakmerataan lokasi
rumah sakit. Hingga saat ini pemenuhan standar ketersediaan tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Indramayu baru
mencapai kurang lebih 71% dari kebutuhan. Demikian halnya persebaran rumah sakit yang terpusat di wilayah Indramayu
bagian Timur dan Pantura ikut memperberat masalah. Wilayah yang luas, biaya pembangunan rumah sakit yang mahal,
kecenderungan rumah sakit swasa berinvestasi pada pusat-pusat pertumbuhan serta proses perijinan rumah sakit yang
cukup rumit menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Terkait dengan kondisi tersebut, maka pemerintah
daerah dituntut untuk memiliki strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien serta memiliki manfaat yang besar di masa
mendatang dalam mempercepat pemenuhan aksesabilitas pelayanan kesehatan rujukan tersebut. Artikel kebijakan ini
bertujuan untuk menyusun analisis yang diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten
Indramayu dan pemangku kepentingan dalam upaya mempercepat pemenuhan aksesabilitas dan kapasitas pelayanan
kesehatan rujukan atau rumah sakit. Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung
beberapa tehnik analisis. Dengan menggunakan anlisis anilis USG dan Five Why yang didukung analisis spasial berupa
analisis density dan kernel density sertamelibatkan keyperson dalam proses penentuan pilihan kebijakan, maka kebijakan
pelibatan sektor swasta merupakan pilihan yang dianggap paling rasional untuk meningkatkan aksesabilitas pelayanan
kesehatan rujukan di Kabupaten Indramayul.

Kata Kunci: Rumah sakit, Aksesabilitas, Pelayanan, Kesehatan, Pemerataan

ABSTRACT

One of the contributing factors to patient mortality is delays in reaching healthcare facilities, particularly hospitals. One
of the main factors contributing to this situation is the low accessibility of referral healthcare services, characterized by
insufficient hospital bed capacity and uneven distribution of hospitals. Currently, the standard for hospital bed availability
in Indramayu Regency has only reached approximately 71% of what is needed. Furthermore, the distribution of hospitals,
concentrated in the eastern part of Indramayu and the northern coast of Java, exacerbates the problem. Meanwhile, the
Indramayu Regency Gover nment's efforts to improve accessibility of referral healthcare services are currently faced with
limited resources, both financial and human. The vast area, the high cost of hospital construction, the tendency of private
hospitals to invest in growth centers, and the complex hospital licensing process present unique challenges for local
governments. In response to these conditions, local governments are required to devel op effective and efficient strategies
and policies that will significantly benefit the future by accelerating accessibility to referral health services. This policy
article aims to compile an analysis that can serve as recommendations for the Indramayu Regency Government and
stakeholdersin their efforts to accelerate accessibility and capacity for referral health services or hospitals. Thisarticle
was compiled using a qualitative approach supported by several analytical techniques. By using USG and Five Why
analysis supported by spatial analysisin the form of density and kernel density analysis and involving key persons in the
process of determining policy choices, the policy of involving the private sector is considered the most rational choice to
increase the accessibility of referral health servicesin Indramayu Regency.

Keywords: Hospital, Accessibility, Service, Health, Equality.
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1. PENDAHULUAN
Pembangunan di bidang kesehatan merupakan

upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat,

yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan

sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28

H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun

1992 tentang Kesehatan. Demikian halnya salah

satu program prioritas nasiona dalam RPIJMN

tahun 2024 — 2029 adalah menjamin tersedianya
pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat indonesia,
artinya masyarakat terjamin dalam hal aksesabilitas
pelayanan kesehatan bauik dalam ha prosedur,
jarak pelayanan maupun pembiayaan pelayanan.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3)
menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas
penyediaan faslitas pelayanan kesehatan dan
fadilitas pelayanan umum yang layak. Pemenuhan
ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan
rujukan wajib untuk terus dilakukan sebagai upaya
untuk memenuhi hak asasi warga negara. Blum

(1974) dalam Azwar (1996;1) menyakatan bahwa

salah satu hal yang mempunyai peranan cukup

penting untuk mewujudkan keadaan sehat adalah
penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Ketersediaan rumah sakit yang dapat dijangkau

dengan cepat oleh masyarakat menjadi hal yang

sangat penting untuk dipenuhi  pemerintah.

Ketidakterpenuhinya  aksesabilitas  tentunya

berdampak pada keselamatan pasien. Menurut hasil

penelitian Nidaul Khasanah salah satu faktor yang
mempengaruhi tingginya kematian pasien di rumah
sakit adalah kondisi pasien yang sudah parah saat

sampai di rumah sakit (Nidaul, 2020).

Maine dan Taddeus dalam Nurbaeti (2012)
mengemukakan bahwa keterlambatan yang menjadi
penyebab kematian ibu dikelompokkan menjadi 3
fase, yaitu:

1. Keterlambatan fase satu, yaitu keterlambatan
memutuskan  untuk  mencari  penolong
persalinan di tingkat individu, keluarga atau
keduanya. Keterlambatan fase ini antara lain
disebabkan karena kedudukan wanita tersebut,
finansia, jarak ke fasilitas kesehatan, pembuat
keputusan, adat atau kepercayaan.

2. Keterlambatan fase dua, yaitu keterlambatan
untuk mencapai fasilitas kesehatan. Penyebab
keterlambatan ini adalah distribusi faslitas,
ketersediaan dat transportasi, kondis jalan,
ongkos perjalanan dan kondis georgrafi.

3. Keterlambatan fase tiga, yaitu keterlambatan
untuk mendapatkan perawatan yang adekuat di
faslitas  kesehatan.  Faktor  penyebab
keterlambatan fase tiga antara lain sistem
rujukan, ketersediaan peralatan medis, tenaga
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kesehatan yang terlatih dan kompeten masih

minim dan tidak merata distribusinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Cocking, et.a
(2011) menyebutkan bahwa kel ancaran akses untuk
mendapatkan  pelayanan  kesehatan  sangat
dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas jalan
menuju pusat pelayanan kesehatan. Jarak fasilitas
pelayanan yang jauh disertai distribusi tenaga
kesehatan yang tidak merata menyebabkan
rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap
pel ayanan kesehatan. Kondisi jalan yang rusak akan
menghambat kecepatan dalam mencapai fasilitas
kesehatan. Sebagaimana menurut Galuh (2024),
bahwa beban berlebih menjadi salah satu penyebab
utama kerusakan jalan yang sering terabaikan. Jalan
yang dirancang untuk menampung beban tertentu
dapat mengalami tekanan yang tidak terduga jika
digunakan oleh kendaraan berat melebihi kapasitas
yang diizinkan. Sebagai contoh, jalan yang semula
hanya mampu menanggung beban kendaraan
ringan, ketika dilewati oleh truk berat atau aat
berat, dapat mengalami kerusakan struktural yang
signifikan

Saat ini di Kabupaten Indramayu terdapat 11
rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta
dengan jumlah tempat tidur keseluruhan sebanyak
1406 TT. Adapun fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2024
tersebut terdiri dari 3 buah rumah sakit milik
pemerintah daerah, 1 rumah sakit milik Polri, 1
rumah sakit milik BUMN dan 6 rumah sakit swasta.
Disamping itu terdapat 1 rumah sakit hibah dari
KPK yang hingga saat ini belum dimanfaatkan oleh
pemerintah daerah, sehingga masih dalam kondisi
non aktif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 34 tahun 216 tentang Kriteria
Daerah Kabupaten/K ota Peduli Hak Asasi Manusia,
bahwa sebagai salah satu syarat pemenuhan akan
hak kesehatan, pemerintah daerah wajib
menyediakan tempat tidur rumah sakit dengan rasio
1: 1.000 penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten
Indramayu pada tahun 2024 berdasarkan Profil data
Kependudukan Semester |1 Tahun 2024 sebanyak
1.980.080 jiwa, makakebutuhan tempat tidur rumah
sakit di Kabupaten Indramayu sebanyak 1.980 TT.
Kondis ini jauh di bawah rata-rata rasio tempat
tidur rumah sakit secara nasional, yakni 1,18 per
1.00 penduduk di tahun 2022. Dengan kapasitas
rumah sakit yang masih rendah, pasien akan
kesulitan untuk mendapatkan ruang perawatan
apalagi memilih rumah sakit yang diinginkan.
Bahkan seringkali pasien tidak dapat dirawat di
rumah sakit yang dituju karena tempat tidur sudah
penuh.
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Tabel 1. Jumlah dan K eter sediaan tempat Tidur

Rumah Sakit Di Kabupaten Indramayu
tahun 2024
No. NamaRumah Sakit Jumlah
Tempat Tidur
1.  RSUD Indramayu 388
2.  RSUD MA Sentot 191
3. RSUDMIS 101
4. RS Bhayangkara 107
5. RSPertamina 50
Balongan
6 RSMM 110
7. RS MitraWidasari 180
8. RSZam-zam 51
9. RS MitraPetrol 100
10. RS SentraMedika 104
11. RSAl-lrsyad 24
Jumlah Tempat Tidur RS 1.406
Kebutuhan Tempat Tidur 1.980
Kesenjangan Ketersediaan 574
Tempat Tidur

Sumber : Hasil pengolahan data yang diperoleh
dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu tahun
2024

Distribusi rumah sakit di Kabupaten Indramayu
terpusat di wilayah bagian Timur dan Utara
sepanjang jalur Pantura yang notabene merupakan
pusat pertumbuhan. Kondis ini tentunya
berimplikas terhadap kesenjangan pelayanan
kesehatan. Dari 11 rumah sakit yang ada, sebanyak7
rumah sakit berada di wilayah bagian timur dan 3
lainnya di sepanjang jalur Pantura. Saat ini masih
terdapat kurang lebih 63% wilayah yang belum
terjangkau faslitas rumah sakit dengan baik,
bahkan terdapat 120 desa dari 317 desa/kelurahan
(37,85%) vyang seluruh wilayahnya belum
terjangkau pelayanan rumah sakit dengan baik,
sebagai mana gambar berikut.
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Sumber data : Hasil pengolahan data koordinat
rumah sakit bersumber Google Earth dan peta

wilayah dari Bappeda-Litbang Kabupaten
Indramayu Tahun 2024.
Gambar 1. Peta Persebaran dan

Keterjangkauan Rumah Sakit Di K abupaten
Indramayu Tahun 2024

Dengan persebaran rumah sakit di beberapa
pusat pertumbuhan, sementara di sisi lain
memiliki kondisi wilayah yang luas dengan
penduduk yang tersebar, otomatis terjadi
ketimpangan akses pelayanan kesehatan
rujukan, terutamadi wilayah wilayah yang jauh
dari pusat pertumbuhan. Masyarakat yang
tinggal di kawasan perdesaan dan di wilayah
bagian selatan akan menempuh jarak yang lebih
jauh dan waktu yang lebih lama untuk sampai
di rumah sakit. Kondis ini tentunya akan
berimplikas pada berpotensi untuk terjadi
kondisi DOA (Death on Arrival) atau sampai di
rumah sakit sudah dalam kondis terminal.
Pada tahun 2024 terdapat 176 kasus DOA di
RSUD Indramayu, 41 kasus DOA di RSUD MA
Sentot Patrol dan 74 kasus di RS MIS
Krangkeng. Sementara itu berdasarkan data
laporan dinas kesehatan Kabupaten Indramayu,
rata-rata GDR (Gross Death Rate) rumah sakit
di Kabupaten Indramayu tahun 2024 adalah
sebesar 31,5%0 dan 19,8 %0 di antaranya
meninggal < 48 jam setelah dirawat. Kondisi
ini berkaitan dengan kebijakan penempatan dan
rekomendas pembangunan rumas  sakit
seringkali  tidak  memperhatikan  aspek
pemerataan dan keterjangkauan pelayanan.
Sementara SiS lain pihak swasta dalam
membangun rumah sakit cenderung di wilayah
yang ekonominya sudah tumbuh dan kurangnya
pengembangan ekonomi kawasan perdesaan.
Untuk mencapai rumah sakit, masyarakat di
wilayah perdesaan seringkali juga mengalami
hambatan infrastruktur transportasi.
Ketersediaan infrastruktur transportasi  di
Kabupaten Indramayu khususnya dalam hal
penyediaan jalan, padatahun 2024 total panjang
jalan adalah 1.128 Km yang terdiri dari 145 Km
jalan nasional, 157 Km jaan propins dan 825
Km berupa jalan kabupaten. Berdasar laporan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu
tahun 2024, sepanjang 1.001 Km atau 88,73%
jalan dalam kondis mantap. Sehingga secara
umum kondisi jalan di Kabupaten Indramayu
sudah cukup baik, yakni di atas standar 66%
(RPIMN 2025 — 2029)
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Makalah kebijakan ini bertujuan untuk
menyusun rekomendasi  kebijakan yang
komprehensif guna mendukung peningkatan
aksesabilitas pelayanan rumah sakit dan
ketersediaan tempat tidur, sehingga dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi
pemerintah Kabupaten Indramayu agar dapat
dilakukan secara efektif dan efisen serta
memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat
di masa mendatang.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas,
maka yang menjadi permasalahan untuk
disdesaikan (problem statement) adalah
ketidakmer ataan pembangunan rumah sakit
yang terpusat pada wilayah-wilayah
pertumbuhan.

2. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam artikel ini
mencakup inventarisasi data sekunder yang
dibutuhkan serta pengumpulan bahan-bahan
referens yang relevan dengan permasal ahan,
seperti kapasitas tempat tidur rumah sakit, jumlah
dan titik koordinat lokasi rumah sakit, luas wilayah
dan jumlah penduduk. Sementara itu bahan-bahan
referens  dikumpulkan sebagai acuan untuk
mendukung analisis dan pembahasan yang meliputi
berbagai teori maupun regulasi seperti Undang-
Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP),
Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri,
jurnal-jurnal yang ada kemiripan maupun buku-
buku yang terkait dengan permasal ahan.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam
mel akukan analisis policy papper ini, pertama-tama

Mladnibaa)

FoaTERIAN Hitr
Diagnasis

dilakukan penentuan isu yang menjadi prioritas
terkait dengan permasalahan, dari isu prioritas yang
dipilih dicari apa sgja yang menjadi akar masalah
dan dilanjutkan dengan penentuan alternatif-
aternatif kebijakan yang perlu diambil oleh
pemerintah daerah sesuai dengan akar masalah
untuk kemudian dilakukan skoring terhadap
rekomendasi-rekomendasi  yang ada. Adapun
isntrumen-instrumen  yang digunakan dalam
menyusun policy papper ini adalah sebagai berikut.

a andisis secara spasia  untuk  mendukung
perencanaan dalam menentukan alternatif-
aternatif lokasi pengembangan rumah sakit.
Analisis spasia dengan buffer dan kernel density
dilakukan untuk  memperoleh  gambaran
mengenai persebaraan dan keterjangkauan
rumah sakit di Kabupaten Indramayu.

b. analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth)
digunakan untuk menentukan isu yang menjadi
prioritas masalah terkait dengan tingginya
kematian pasien di rumah sakit.

c. selanjutnya dilakukan analisis 5 why untuk
mencari akar permasalahan, sehingga dapat
ditentukan akar masaah dan rumusan
permasalahan yang akan diintervensi melalui
kebijakan-kebijakan daerah.

d. penentuan aternatif kebijakan dilakukan dengan
melalui penilaian skoring dengan melibatkan
keyperson berdasarkan pertimbangan
efektivitas, efisens, dan dampak jangka
panjangnya.

e. Proses andisis dalam penyusunan artikel ini
secara lebih jelas sebagaimana terdapat pada
gambar berikut.
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Gambar 2. Alur ArosesAnalisis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketidakmerataan pembangunan rumah sakit
yang terpusat pada wilayah-wilayah pertumbuhan
ini menunjukkan adanya kesenjangan pelayanan
kesehatan atar wilyah di Kabupaten Indramayu. Hal

ini tentunya harus segera diatas oleh pemerintah
daerah agar pembangunan kesehatan untuk semua
(health for all) dapat diwujudkan. Upaya
penyelesaian dari masalah ini mesti dilihat secara
komprehensif, tidak dapat hanya dari satu atau dua
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aspek, baik ekonomi, sosial, spasia maupun
keberlanjutan.

Keberadaan rumah sakit saat ini tidak dapat
dilihat dari aspek sosid sga hamun sudah
melibatkan faktor ekonomi. Dengan adanya
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit,
dimana pada pasa 4 yang menyatakan bahwa
rumah sakit yang didirikan oleh swasta dapat
berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas
atau persero apabila didirikan dengan tujuan profit.
Sehingga pembangunan rumah sakit oleh swasta
tentunya mempertimbangkan berbagai aspek uang
yang sudah diinvestasikan dapat memberikan
keuntungan, termasuk dalam menentukan lokasi
rumah sakit. Hal ini sesuai dengan yang
disampaikan Dicky Nofriansyah, (2020) bahwa
strategi  lokasi penempatan sarana pelayanan
kesehatan dapat memaksimalkan keuntungan atau
memaksi malkan benefit dari lokasi usahayang telah
terpilih. Dalam menentukan lokasi tersebut strategis
atau tidak dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti
kedekatan terhadap bahan baku, pasar, ketersediaan
sarana, dan prasarana dan lain sebagainya. Rumah
sakit swasta dalam menentukan lokasi rumah sakit
tentunya akan mencari lokas yang strategis dengan
kepadatan  penduduk  tinggi  serta  roda
perekonomian yang tumbuh dengan baik karena
akan dapat menjamin kemampuan membayar
pelayanan kesehatan atau dengan katalain memiliki
available to pay (ATP) yang tinggi serta wilayah
yang memiliki infrastruktur yang memadai. Adapun
Afiff dalam penelitiannya menyatakan bahwa
dalam perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan,
selain jumlah maka harus diperhatikan distribus
umur dan jenis kelamin, tipe dan lokasi praktek.
Estimas permintaan dan kebutuhan fasilitas
kesehatan rumah sakit antara lain tergantung pada
beberapa hal, yaitu populasi (jumlah penduduk);
tingkat perekonomian daerah tempat dibangun dan
tersedianya dana dari pemerintah selaku pemilik
Rumah Sakit. Sedangkan menurut lastri (1997),
Faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan
fadilitas kesehatan, meliputi distribusi kepadatan
penduduk (melayani kebutuhan seluruh penduduk
daerah-daerah padat penduduk), aksesibilitas
(mudah diakses sehingga kondisi transportasi
sangat penting) dan ketersediaan lahan, lokasi 1ahan
untuk rumah sakit yang dibangun atau
pengembangan.

Pendirian rumah sakit memerlukan sumber
daya yang besar baik untuk penyediaan tanah,
bangunan, aat kesehatan maupun tenagabaik medis
dan non medis serta untuk biaya operasional.
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Dengan kebutuhan moda yang besar, pemilik
rumah sakit tentunya akan berpikir berkali-kali
untuk mendirikan rumah sakit di daerah perdesaan
yang penduduknya jarang dan dayabeli masyarakat
rendah. Ekonomi perdessan yang kurang
berkembang berkaitan erat dengan kemampuan
ekonomi masyarakat. Mita Apriana dan Ilwan
Rudiarto (2020) menyatakan bahwa suatu pusat
pelayanan yang melayani berbagai kebutuhan
penduduk harus terletak pada suatu lokasi yang
sentral yaitu suatu tempat atau wilayah yang
memungkinkan partisipas manusia dalam jumlah
maksimum, baik dalam aktivitas pel ayanan maupun
yang menjadi konsumen. Dengan demikian
pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan baik di
tingkat pertama maupun rujukan semestinya
memperhatikan prinsip-prinsip pemerataan dan
kesembangan dari aspek jarak dan jumlah
penduduk. Hal senada juga dinyatakan oleh
Erdiwan dalam Penelitian Nurfadillah, dkk. (2025),
bahwa kemudahan dalan mencapai fasilitas
kesehatan juga memainkan peran kunci dalam
menentukan utilitas rawat inap. Akses geogréfis,
yakni jarak dan kemudahan transportas menuju
faglitas kesehatan, sangat penting terutama di
daerah pedesaan dan terpencil. Peningkatan akses
pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas
yang memadai, keterjangkauan biaya, kemudahan
akses geografis, dan peningkatan kualitas layanan
akan berdampak positif pada utilitas rawat inap.
Sebaliknya, rendahnya utilitas rawat inap dapat
menjadi indikator adanya masalah dalam akses
pelayanan kesehatan yang perlu segeradiatasi untuk
meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan secara
keseluruhan.

Pembangunan kesehatan khususnya pelayanan
kesehatan rujukan semestinya tidak hanya
dibebankan kepada pemerintah daerah sgja, namun
perlu adanya kemitraan dengan berbagai pihak.
Kekurangmampuan pemerintah daerah dalam
menyediakan infrastruktur pelayanan kesehatan,
khususnya rumah sakit dapat diatas antara lain
dengan menjalin kemitraan pemerintah dan swasta
dalam penyediaan rumah sakit. Semakin tingginya
kebutuhan masyarakat akan kualitas pelayanan
kesehatan yang terjangkau dan berkualitas,
sementara kemampuan pemerintah daerah untuk
memenuhinya masih sangat terbatas, maka
keberadaan rumah sakit swasta di daerah sangat
penting. Disamping meningkatkan keterjangkauan,
keberadaan rumah sakit swasta juga dapat menjadi
kompetitor rumah sakit pemerintah, sehingga secara

tideak langsung dapat memaksa rumah sakit
pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas
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pelayanannya. Adapun permasalahan
keterjangkauan dalam hal biaya pelayanan, sudah
dapat teratas dengan adanya jaminan kesehatan
nasional (JKN).

Dengan model penta helix, keterlibatan dunia
usaha sangat penting bagi peningkatan kapasitas
tempat tidur rumah sakit. Hal ini merujuk apa yang
disampaikan  Ulfi  (2021) bahwa dlama
pengembangan wisata kesehatan bisa dilakukan
dengan mensinergikan kelima elemen dalam
PentaHelix yang terdiri dari pemerintah, universitas
atau akademisi yang berperan peran dalam studi
akademis dan kritis, untuk menentukan bisnis
mana yang tidak menguntungkan. Sektor swasta
sebagai pemilik modal yang mengembangkan
pariwisata, diikuti oleh media, melalui baik dan
publikasi yang tepat sasaran sesuai dengan tujuan
Wisata Kesehatan, dan bersinergi satu dengan
yang lain. Akhirnya komunitas atau Badan atau

Konsorsum  Wisata Kesehatan  Indonesia
menjalankan  fungsi  secara  komprehensip
(memfasilitas  kolaborasi sektor publik-swasta

dalam skema pentahelix) yang terpadu untuk
industri perjalanan terkait kesehatan, untuk
promosi, pengembangan bisnis, fasilitasi, jejaring,
regulas, dan sebaga pusat untuk menangani
semua pertanyaan tentang wisata kesehatan serta
untuksecara efektif mengatas masalah yang
mempengaruhi industri wisata kesehatan.

Fitri Handayani (2023) dalam penelitiannya
menyakatan bahwa model penta helix menjadi
landasan penting bagi perencanaan yang
berorientasi kesehatan dalam konteks merancang
sebuah kotasipil yang sehat. Hal ini bertujuan untuk
mengintegrasikan kerjasama multi-sektor yang
melibatkan interaksi antara otoritas publik, sektor
industri  dan bisnis, akademisi, organisasi
masyarakat, dan individu warga negara. Oleh
karena itu, dibutuhkan perubahan dalam pelayanan
kesehatan dan sosial untuk meningkatkan dan
mempertahankan pemerataan kesehatan, pelayanan
kesehatan, dan kualitas kesehatan. Model penta
helix menjadi salah satu pendekatan yang efektif
dan holistik dalam keberlanjutan sektor kesehatan.
Mode ini mampu menawarkan pendekatan
komprehensif terhadap program-program seperti
Zero Hunger, pengelolaan sampah, pendidikan
protokol kesehatan, inovasi kesehatan untuk kota
sehat, serta  penanggulangan  kesenjangan
kesehatan.

Pelibatan sektor swasta dalam penyediaan
rumah sakit melalui model kerjasama pemerintah
daerah dengan swasta perlu mengacu pada
Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peremdagri
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Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah, dimana pemanfaatan BMD
dapat berupa beberapa model, yakni :

1. Penggunaan BMD

a. Pengdihan status penggunaan barang
milik daerah;

b. Penggunaan sementara barang milik
daerah;

c. Penetapan status penggunaan barang
milik daerah untuk dioperasikan oleh
pihak lain.

2. Pemanfaatan BMD

a. pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk Sewa;

b. pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk Pinjam Pakai;

c. pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk KSP (Kerja Sama Pemanfaatan);

d. pemanfaatan barang milik daerahdalam
bentuk BGS/BSG (Bangun Guna
Serah/Bangun Serah Guna);

e. pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk KSPI (Kerja Sama Penyedia
Infrastruktur).

Pemilihan model penggunaan dan pemanfaatan
BMD ini semestinya didasarkan atas hasil
pengkajian terhadap masing-masing BMD dengan
mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan nilai
strategis BMD tersebuit.

Pelibatan sektor swasta dalam penyediaan
rumah sakit dihadapkan pada orientasi bisnis sektor
swasta. Pengusaha yang berinvestas di bidang
perumahsakitan  tentunya  mempertimbangkan
keuntungan yang akan diperoleh. Sehingga sebelum
berinvestasi di bidang perumahsakitan akan
mempertimbangkan  berbagai  aspek  seperti
ketersediaan pasar, kemudahan perijinan, keamanan
investasi, lokas dan kemudahan akses serta
persyaratan  teknis yang cukup  banyak.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dicky
Nofriansyah, (2020) bahwa strategi  lokasi
penempayan sarana pelayanan kesehatan dapat
memaksimalkan keuntungan atau memaksimalkan
benefit dari lokasi usaha yang telah terpilih. Lokas
yang tidak strategis akan menghambat akses bahan
baku sehingga biaya pengadaan bahan baku
menjadi mahal, menghambat akses terhadap pasar,
akses terhadap tenaga kerja sehingga biaya
pelayanan menjadi maha. Dalam menentukan
lokasi tersebut strategis atau tidak dapat dilihat dari
beberapa faktor, seperti kedekatan terhadap bahan
baku, pasar, ketersediaan sarana, dan prasarana dan
lain sebagainya. Disamping itu investasi di bidang
perumahsakitan merupakan investasi yang bernilai
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cukup besar dan berkaitan dengan jiwa seseorang,
sehingga menuntut adanya ketersediaan sumber
daya manusia dari berbagai disiplin ilmu dan
prosedur kerja yang kompleks dan ketat.
Sementara itu sebagian besar  wilayah
Kabupaten Indramayu  merupakan  daerah
perdesaan, kondisi ini ditujukkan dengan
banyaknya jumlah desa, yakni 309 desa
dibandingkan jumlah kelurahan yang hanya 8
kelurahan. Disamping itu Kabupaten Indramayu
merupakan daerah terluas ketujuh di Propins Jawa
Barat. Dengan luas wilayah 2.006 Kn? dan jumlah
penduduk sebanyak 1,9 juta, maka kepadatan
penduduk di Kabupaten Indramayu sebesar 825
jiwa per Km. Mengacu pada standar jangkauan
pelayanan rumah sakit, dimana 1 rumah sakit
melayanani 240.000 penduduk, makarata-ratajarak
antar rumah sakit kurang lebih sgauh 19 Km.
Sementaraitu menurut standar WHO waktu tempuh
maksimal ke pelayanan gawat darurat rumah sakit
adalah 8 menit, dengan kecepatan rata-rata 40
Km/jam, maka jarak tempuh dari pasien ke rumah
sakit maksimal 5,3 Km. Dengan kemampuan fiskal
yang terbatas, tentunya pemeintah Kabupaten
Indramayu tidak cukup memiliki kemampuan untuk
membangun rumah sakit dalam jumlah dan

kapasitas yang memadai secara mandiri. Dengan
kapasitas fiskal kurang lebih
Rp3.653.481.504.000,- (APBD) dan

Rp2.680.170.418.052.000,- berupa belanja operasi,
maka belanja modal yang tersedia kurang lebih
hanya sebesar Rp510.165.913.000,-. Dengan
anggaran modal sebesar itu, jangankan untuk
membangun  rumah  sakit  baru,  untuk
mengembangkan rumah sakit yang adapun masih
belum optimal. Mungkin ada alternatif pembiayaan
dari DAK atau Bantuan Propins namun itu hanya
bisa digunakan untuk pembangunan fisik dan alat
kesehatan, sementara pengadaan dan gaji pegawai
tetap menjadi tanggungan pemerintah daerah.
Banyaknya permasalahan di Kabupaten Indramayu
yang perlu mendapatkan perhatian serius mulai dari
rendahnya tingkat pendidikan dan pertumbuhan
ekonomi, maupun tingginya angka kemiskinan serta
perbaikan infrastruktur tentu berdampak pada
pembagian anggaran yang harus mengakomodir

penyel esaian masalah-masalah tersebut. Sementara
itu keterbatasan dalam menyediakan sumber daya
manusia seperti dokter dan dokter spesialis juga
menjadi tantangan tersendiri.

Keberadaan sistem kesehatan daerah, dapat
memberikan arah dan panduan bagaimana
pembangunan kesehatan di daerah secara
komprehensif dilaksanakan. Sistem pelayanan
kesehatan dibangun untuk memenuhi kebutuhan
penduduk akan pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, adil, merata dan terjangkau. Dengan
adanya sistem kesehatan daerah, khususnya melal ui
sub sistem upaya kesehatan; sub sistem sumber
daya kesehatan dan sub sistem mangemen,
informas dan regulas kesehatan serta sub sistem
peran serta masyarakat, maka penyediaan fasilitas
kesehatan rujukan dapat diarahkan dan diatur
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan
daerah. Dengan adanya sistem kesehatan yang kuat
dan efektif, maka daerah  dapat menjamin
ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan
yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat,
serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kabupaten Indramayu, hingga saat ini belum
memiliki dokumen Sistem Kesehatan Daerah,
sehingga strategi dan kebijakan pembangunan yang
dihasilkan cenderung tidak sistematis dan
berkelanjutan. Ketidakmerataan distribusi  atau
persebaran sarana pelayanan kesehatan termasuk di
daamnya rumah sakit merupakan salah satu
dampak dari ketidaktersediaan dokumen Sistem
Kesehatan Daerah.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Rekomendasi dirumuskan diharapkan dapat
menjadi solusi baik dalam jangka pendek maupun
jangka panjang bagi pemerintah daerah Kabupaten
Indramayu agar keterjangkauan dan kapasitas
pelayanan kesehatan rujukan dapat memenuhi
standar yang telah ditetapkan sekaligus untuk
memberikan pelayanan kesehatan yang optimal
bagi masyarakat. Pilihan-pilihan rekomendasi yang
dirumuskan dilakukan dengan mengacu pada akar
masalah adalah sebagai mana terdapat pada tabel
berikut.

Tabel 3. Daftar Rekomendasi K ebijakan Atas K etidakmerataan Distribusi Rumah Sakit Di
Kabupaten Indramayu

No. Akar Permasalahan

Rekomendasi

1 Biaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan Penguatan peran swasta dalam pelayanan

rumah sakit yang besar

kesehatan rujukan

Jurnal Kesehatan Indra Husada
Volume 13 Nomor 2 (Desember 2025)



Akar Permasalahan

Rekomendasi

2. Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan

kinerja pelayanan rumah sakit belum optimal

Peningkatan pel ayanan rumah sakit milik daerah

3. Rumah sakit cenderung dibangun di wilayah

pusat pertumbuhan

Pengembangan  pusat-pusat  pertumbuhan
ekonomi baru di wilayah perdesaan

4, Belum adanya masterplan atau sistem kesehatan

Penguatan arah pembangunan kesehatan daerah

daerah pembangunan fasilitas kesehatan rujukan

a. Penguatan peran swasta dalam pelayanan
kesehatan rujukan

Penguatan peran swasta dalam pelayanan
kesehatan rujukan, dapat dilakukan dengan
mendorong tumbuhnya minat swasta untuk
berinvestasi dalam penyediaan pelayanan kesehatan
rujukan. Penciptaan iklim investasi baik melalui
kemudahan dan insentif perijinan, penguatan
infrastruktur dan ketersediaan tenaga kerja serta
jaminan keamanan perlu segera dilakukan oleh
pemerintah daerah agar swasta tertarik untuk
berinvestas di sektor kesehatan. Alternatif ini
merupakan alternatif yang memiliki resko yang
kecil bagi pemerintah daerah, terutama secara
finansial karena bisa dikatakan pemerintah daerah
tidak mengeluarkan uang, kecuali apabila pelibatan
swasta dilakukan melalui skema kerjasama
pemerintah daerah dengan swasta. Perkembangan
bisnis rumah sakit pada empat tahun terakhir
menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan
data Dataindonsia.id yang bersumber dari
kementrian kesehatan, jumlah rumah sakit swasta
meningkat dari 1.445 unit pada tahun 2020 menjadi
1.545 unit di tahun 2023 atau rata-ratanaik 2,3% per
tahun. Dikutip dari artikel pada Ibs.id tahun 2024
Pebruari 2024, dapat dismpulkan bahwa potensi
bisnis rumah sakit di Indonesia tercermin dari
pergeseran pola pikir masyarakat terhadap
kesehatan. Masyarakat kini lebih cenderung untuk
menjaga kesehatan secara preventif, bukan hanya
bersifat kuratif. Hal ini menciptakan peluang besar
bagi bisnisrumah sakit untuk menyediakan layanan
konsultasi dan pencegahan penyakit, bukan hanya
fokus pada pengobatan. Peluang ini tentunya dapat
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk
menayakinkan dan menarik investor agar dapat
membangun rumah sakit. Hal ini perlu dilakukan
mengingat jumlah dan persebaran rumah sakit
swasta di Kabupaten Indramayu belum dapat
menjawab kebutuhan masyarakat akan akseabilitas
pelayanan kesehatan rujukan.

Peluang untuk meningkatkan minat dan peran
swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan perlu
untuk dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat
kemampuan fiskal daerah yang sangat terbatas.
Namun demikian dengan kebijakan ini beresiko
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bahwa pemerintah daerah tidak  memilki
keleluasaan untuk menentukan tipe rumah sakit,
lokasi rumah sakit maupun pelayanan kesehatan
unggulan yang disediakan oleh rumah sakit. Dalam
hal lokasi rumah sakit, pemilik tentu memiliki
kecenderungan untuk memilik lokas yang paling
strategis secara hisnis dan dapat dilakukan tanpa
mempertimbangkan aspek keterjangkauan
pelayanan kesehatan di daerah. Pembangunan
rumah sakit swasta cenderung memilih wilayah
yang padat dan daya beli masyarakan yang tinggi.
Demikian halnyatipe rumah sakit, pemilik tentunya
juga lebih mempertimbangkan biaya pembangunan
dan pedayanan-pelayanan utama yang akan
disediakan. Adapun resko terhadap pelayanan
kesehatan bagi masyrakat khususnya dalam hal
pembiayaan, saat ini dapat dikatakan tidak
berdampak secara signifikan. Rumah sakit swasta
cenderung akan membangun kerjasama dengan

BPJS kesehatan, hal ini ditunjukkan dari data

Laporan Tahunan JKN tahun 2023 yang

menyatakan bahwajumlah rumah sakit swastayang

bekerjasama dengan BPJS sebanyak 2.068. Hal ini
dikarenakan sebagian besar masyarakat sudah
memiliki jaminan pelayanan kesehatan, yang
didukung dengan program Universal Headth

Coverage (UHC). Di Kabupaten Indramayu sendiri

berdasarkan  Profil Kesehatan  Kabupaten

Indramayu Tahun 2024 menunjukkan bahwa

96,74% dari penduduk sudah menjadi peserta

jaminan kesehatan nasional.

Apabila pelibatan sektor swasta dilakukan
dalam bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan
swasta dalam peningkatan kecukupan kapasitas
pel ayanan rumah sakit dapat ditetapkan pemerintah
daerah dengan mengacu pada mekanisme
pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah
(BMD), yakni sewa maupun K SP.

1) Penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikan oleh pihak lain, dapat dilakukan
terhadap barang milik daerah yang beruparumah
sakit untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam
rangka menjalankan pelayanan umum. Skema
ini dapat dilakukan apabila terdapat rumah sakit
milik daerah yang tidak dapat dikelola oleh
daerah karena berbaga aasan, seperti
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keberadsan “Rumah  Sakit

merupakan hibah dari KPK.
2) Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk

KSP (Kerja Sama Pemanfaatan); mekanisme ini

akan memberikan manfaat dalam rangka

mengoptimalkan daya guna dan hasil guna
rumah sakit yang sudah ada sekaligus dapat
meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

3) Pemerintah juga dapat memanfaatkan tanah
milik daerah untuk disewakan kepada swasta
untuk dibagun rumah sakit atau dijadikan
sebagai penyertaan modal dalam kerja sama
dengan swasta.

b. Peningkatan pelayanan rumah sakit milik
daerah.

Kebijakan ini dilakukan dengan melalui
beberapa program antaralain peningkatan kapasitas
pelayanan rumah sakit milik pemerintah maupun
peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.
Penambahan kapasitas rumah sakit milik daerah
baru oleh pemerintah daerah memiliki kelebihan
berupa keluluasaan yang sangat besar untuk
menentukan lokasi dan tipe rumah sakit, sehingga
peningkatan penyediaan jumlah tempat tidur dapat
dimaksimalkan sesuai dengan tipe rumah sakit
dimaka untuk rumah sakit tipe C dapat menambah
kapasitas temapat tidur anatar 100 — 199 buah atau
sebesar 5% - 10% dari kebutuhan. Sementara
apabilarumah sakit yang akan dibangun adalah tipe
B, maka akan memberikan kontribus 200 — 250
tempat tidur atau 10% - 12,5% dari kebutuhan.
Demikian hanya dengan pemilihan lokas,
pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk dalam
menentukan, sehingga dapat dipilih lokasi-lokasi
yang strategis namun memiliki keterjangkauan
terhadap rumah sakit yang rendah. Namun demikian
pemerintah perlu mengeluarkan biaya yang lebih
besar untuk pengadaan atau penyediaan tanah.
Konsekuensi lain dari penyediaan rumah sakit baru
ini secara umum akan memberikan beban yang
cukup besar terhadap kapasitas fiskal, karena
memerlukan biaya yang sangat besar untuk
penyediaan rumah sakit baru yang meliputi
penyediaan tanah, penyediaan bagunan, penyediaan
alat kesehatan dan sumber daya manusia. Waktu
yang diperlukan agar rumah sakit dapat
dioperasionalkan untuk melayani masyarakatpun
tidak dapat direalisasikan dalam waktu yang cepat.

Kebijakan peningkatan Puskesmas menjadi
rumah sakit dapat dimulai dengan meningkatkan
menjadi rumah sakit tipe D terlebih dahulu.
Alternatif ini  minimal dapat meningkatkan
kapasitas ketersediaan tempat tidur anatar 50
sampai dengan 100 buah. Dengan aternatif ini

Reysa” yang
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pemerintah daerah dapat menentukan pilihan lokasi
secara lebih fleksibel yakni dengan memilik
puskesmas yang secara mangemen dan sumber
dayayang |lebih siap dan berapa pada wilayah yang
belum terjangkau oleh rumah sakit eksisting.
Disamping itu sumber daya manusia yang harus
disediakan tidak sebanyak dengan membangun
rumah sakit baru dari awal, karena tenaga yang ada
di Puskesmas dapat dialihkan menjadi tenagarumah
sakit.

Kebijakan peningkatan kapasitas pelayanan
kesehatan rujukan milik pemerintah daerah tidak
dapat diberlakukan pada semua rumah sakit miik
pemerintah, namun perlu dilihat ketersediaan lahan
pada rumah sakit, ha ini dikarenakan bahwa setiap
penambahan kapasitas tempat tidur menuntut
adanya penambahan bangunan rumah sakit untuk
ruang perawatan. Disamping itu untuk menambah
temapat tidur perlu dilakukan kajian atas tingkat
okupasi rumah sakit terlebih dahulu. Penambahan
tempat tidur tentunya tidak efektif dan efisien
apabila tingkat okupasi rumah sakit masih rendah.
Penambahan tempat tidur dan ruang perawatan juga
berimplikas pada penyediaan tenaga kesehatan
khususnya tenaga medis dan para medis. Dalam hal
pembiayaan, peningkatan kapasitas tempat tidur
dan ruang perawatan ini dapat dibebankan pada
anggaran BLUD rumah sakit maupun APBD dan
tidak terlalu memperberat beban APBD. Pada saat
ini untuk merealisasikan kebijakan peningkatan
kapasitas tempat tidur pada rumah sakit milik
daerah, masih dihadapkan pada kinerja pelayanan
yang belum optimal. Rata-rata tingkat hunian rawat
inap/BOR (Bed Occupation Rate) dari tiga RSUD
yang ada masih rendah, yakni 73%, bahkan ada
RSUD vyang tingkat okupasinya hanya 50,7%.
Adapun BOR ideal tempat tidur rumah sakit adalah
antara60% - 85%. Artinya selama BOR rumah sakit
masih di bawah 85%, maka penambahan kapasitas
tempat tidur tidak direkomendasikan. Kondisi BOR
ini dapat menujukkan bahwa secara umum rumah
sakit milik daerah belum menjadi pilihan
masyarakat untuk memperol eh pel ayanan kesehatan
rujukan, sehingga penambahan kapasitas tempat
tidur untuk rumah sakit daerah tersebut belum
dibutuhkan. Peningkatan kualitas pelayanan rumah
sakit daerah perlu dilakukan agar dapat menjadi
pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan rujukan. Dengan demikian, maka tingkat
okupasi rumah sakit dapat meningkat, sehingga
menjadi layak untuk dilakukan penambahan
kapasitas tempat tidurnya. Perbaikan kualitas ini
mencakup budaya kerja, prosedur pelayanan,
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kenyamanan dan penyediaan fasilitas pelayanan
yang memadai.

c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi baru di wilayah perdesaan

Program pengembangan ekonomi di kawasan
perdesaan termasuk di dalamnya peningkatan
infrastruktur jalan, air bersih dan energi, diharapkan
roda perekonomian di perdesaan dapat tumbuh dan
daya beli masyarakat dapat meningkat, sehingga
falilitasfasilitas ekonomi maupun sosia serta
infrastruktur perdesaan dapat tumbuh dengan baik
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pada
akhirnya sektor swasta akan dengan senang hati
berinvestass di kawasan perdesaan, termasuk
membangun rumah sakit. Mengingat Kabupaten
Indramayu merupakan daerah pertanian dan
perikanan, pemerintah daerah perlu
mengembangkan perekonomian khususnya di
perdesaan sesuai dengan potensi lokal, dengan
mengembangkan UMKM. Peningkatan nilai
tambah produk-produk pertanian dan perikanan
melalaui produk-produk turunan akan membantu
masyarakat di perdesaan untuk meningkatkan taraf
perekonomiannya.

Dengan dukungan teknologi digital dan
teknologi finansial, diharapkan produk-produk
UMKM dapat di standarisasi dan dipasarkan
dengan lebih luas.

d. Penguatan arah pembangunan kesehatan
daerah

Dalam menentukan lokasi pelayanan kesehatan
semestinya dilakukan dengan sebaik mungkin agar
beroperasi dengan lancar, biaya operasi rendah dan
memungkinkan  untuk  terjadinya  perluasan
pelayanan dimasa yang akan datang. Dengan
adanya dokumen sistem kesehatan daerah,
pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dapat
nenentukan kebijakan mengenai distribusi rumah
sakit melalui sub sistem Upaya Kesehatan yang
didukung dengan regulasi melaui sub sistem
Mangjemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan.
Penyediaan rumah sakit dapat diarahkan pada upaya
pemerataan distribusi demikian halnyarekomendasi
kapasitas tempat tidur rumah sakit juga dapat
diarahkan untuk pemenuhan di daerah-daerah yang
belum terjangkau dengan baik oleh rumah sakit.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari keempat alternatif kebijakan tesebut,
selanjutnya dilakukan skoring untuk menentukan
prioritas aternatif kebijakan dengan
mempertimbangkan aspek efektifitas, efisiens serta
kemanfaatan dan keberlanjutan secara jangka
panjang dengan yang melibatkan beberapa key
person. Berdasarkan hasil penilaian yang sudah
dilakukan, maka perioritas rekomendasi kebijakan
yang dapat diambil oleh pemerintah daerah sebagai
bahan pertimbangan untuk mengatasi disparitas
distribusi rumah sakit dalam rangka peningkatan
aksesabilitas dan kapasitas pelayanan kesehatan
rujukan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Skoring Alter natif kebijakan
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Sumber : hasil analisis

L2 A 4

Dari hasi| skoring, kebijakan berupa pelibatan
sektor swasta dalam peningkatan akseabilitas dan
pemerataan pelayanan kesehatan rujukan dinilai
sebagai kebijakan yang paling efisien dan memiliki
manfaat jangka panjang paling besar dibanding
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dternatif yang lainya Sementara dternatif
kebijakan berupa peningkatan pelayanan rumah
sakit milik daerah dinila memiliki efektivitas
paling tinggi. Dengan demikian kebijakan berupa
penguatan peran swasta dalam pelayanan kesehatan
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rujukan menjadi pilihan pertama. Kebijakan ini
dapat diimplementasikan menjalankan strategi-
strategi  dan program-peogram yang dapat
menumbuhkan dan mendorong minat swasta untuk
berinvestass di bidang perumahsakitan di
Kabupaten Indramayu baik melalui investasi murni
swasta maupun  kerjasama antara pemerintah
kabupaten dengan swasta. Kepastian perijinan dan
insentif umah sakit, penyediaan infrastruktur yang
memadai dan lokas yang mudah dijangkau,
ketersediaan air bersih dan listrik, keamanan dan
ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti dengan
promosi diharapkan dapat mendorong minat swasta
untuk berinvestasi.

Bisnis rumah sakit dilihat sebagai bisnis yang
sangat menjanjikan daan terbuka lebar baik untuk
jangkapendek maupun jangka panjang. K eberadaan
rumah sakit swasta dapat memberikan dampak pada
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan seiring
dengan semakin tingginga persaingan antar rumah
sakit. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu
mempertimbangkan untk memperbesar peran
swasta dalam meningkatkan pelayanan kesehatan
rujukan, sehingga mastyarakat dapat mengakses
dengan mudah dan memiliki hak untuk memilih
rumah sakit mana untuk berobat. Adapun resiko
penurunan aksesabilitas dalam hal pembiayaan,
dengan adanya kebijakan pemerintah berupa UHC
(Universal Health Coverage) yang diikuti dengan
jaring pengaman sosia berupa Jaminan Kesehatan
Nasional bagi masyarakat tidak mampu, maka
permasalahan yang terkait dengan ATP (Availabel
To Pay) pelayanan kesehatan dapat diminimalisir.
Namun demikian kebijakan ini hendaknya diikuti
dengan kebijakan daerah pembangunan iklim
investas berupa kemudahan dan kepastian waktu,
biaya dan prosedur perijinan serta jaminan
keamanan dan ketertiban, insentif daerah untuk
operasional rumah sakit misalnya subsidi biaya air
PDAM. Demikian pula penyediaan infrastruktur
yang memadai baik energi, air maupun jalan yang
mencukupi perlu didesain agar lebih menarik
investor untuk membangun rumah sakit di
Indramayu.

Untuk mendorong peningkatan investasi rumah
sakit dengan modal murni swasta, tentunya
pemerintah daerah cukup melakukan kebijakan-
kebijakan sebagaimana di atas. Namun untuk
apabila pelibatan swasta dalam bentuk kerjasama
dengan pihak swasta, maka pemerintah daerah perlu
mempertimbangkan regulasi yang terkait dengan
pemanfaatan dan penggunaan BMD (Barang Milik
Daerah). Dengan mekanisme ini secara jangka
panjang pemerintah daerah juga diuntungkan
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dengan adanya sumber pendapatan baru melalui
kapitas aset sekaligus peningkatan aksabilitas dan
kapasitas tempat tidur. Untuk menjamin keamanan
pemanfaatan aset atau BMD memalui kerjasama
dengan swasta, pemerintah daerah perlu
menetapkan prosedur pemanfaatan  atau
penggunaannya dengan menyusun blue print
ataupun panduan pemanfaatan BMD yang mengacu
pada dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
Permendagri No. 7 tahun 2024 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan barang
Milik Daerah. Kebijakan ini dapat diambil untuk
rumah sakit yang diserahkan oleh KPK (sekarang
dalam kondis non aktif) atau rumah sakit
pemerintah yang kinerjanya tidak memuaskan
maupun aset lain seperti tanah milik pemerintah.

Kebijakan ini dapat direalisasikan dalam waktu
kurang lebih 5 tahun, dengan sekenario pada tahun
pertama, pemerintah Kabupaten Indramayu
melakukan studi analis's mengenai potens bisnis
rumah sakit swasta di Kabupaten Indramayu yang
diikuti dengan menyusun regulasi berupa Peraturan
Bupati yang mengatur tentang wilayah-wilayah
yang dapat dibangun rumah sakit swasta dan
pemberinan insentif bagi pembangunan dan
operasional rumah sakit swasta. Pada tahun pertama
ini juga perlu dilakukan pengkondisian untuk
memastikan implementass SOP dan standar
pelayanan, sehingga ada kepastian syarat, waktu,
prosedur dan biaya perijinan. Pada tahun ini
Pemerintah Kabupaten Indramayu juga dapat
menyusun panduan pemanfaatan dan penggunaan
barang milik daerah (BMD) yang dituangkan dalam
Peraturan atau Keputusan Bupati. Pada tahun ini
juga dilakukan pendataan dan penilaian terhadap
BMD-BMD yang akan dilakukan kajian dalam
pemanfaatan dan penggunaannya

Pada tahun kedua, pemerintah Kabupaten
Indramayu dapat melakukan pemasaran untuk
menarik investor yang bergerak di bisang
kerumahsakitan agar bersedia membangun rumah
sakit di wilayah Kabupaten Indramayu. Disamping
itu pada tahun kedua ini dan tahun ketiga secara
simultan dilakukan pengumuman atau penawaran
mengenai jenis pemanfaatan atau penggunaan BMD
yang melibatkan sektor swasta sekaligus
penandatanganan berita scara serah terima. Pada
tahun kedua dan ketiga ini diharapkan sudah ada
sektor swasta yang berinvestas rumah sakit di
kabupaten Indramayu. Dengan proses perijinan dan
pembangunan sampai dengan rumah  sakit
beroperasi memerlukan waktu kurang lebih 2 tahun,
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maka pada tahun ke empat sudah ada rumah sakit
swasta yang siap memberikan pelayanan kesehatan
rujukan di  Kabupaten Indramayu, sehingga
diharapkan pada tahun kelima aksesabuilitas dan
kapasitas pelayanan rumah sakit sudah mulai
meningkat.

Agar kebijakan-kebijakan yang dipilih tersebut
dapat terealisakikan dan memberikan hasil yang
memuaskan, maka perlu disusun mekanisme dan
instrumen pemantauan dan pengendalian dalam
melaksanakan kebijakan tersebut. Disamping itu
pembagian peran melaui antar perangkat daerah
perlu dibuat sekemanya agar tidak terjadi tumpang
tindih kewenangan ataupun ada kegiatan yang tidak

diampu oleh perangkat daerah manapun. Khusus
untuk mekanisme kerjasama dengan swasta, upaya
meminimalisir resiko kerugian daerah dalam
kerjasama pemanfaatan BMD dengan pihak swasta
secara ex-ante, hendaknya selalui dilakukan
penilaian melalui Grading resko atas setiap
kerjasama.

Demikian policy paper ini disusun, semoga dapat
menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah
Kabupaten Indramayu dalam upaya meningkatkan
keterjangkauan dan kapasitas rumah sakit, sehingga
hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan dapat terpenuhi.

Tabel Perhitungan Buffer Jangkauan Peayanan Rumah Sakit Berdasar Kapasitas Tempat Tidur

Rasio Sarana Jangkauan
Kepadatan . - - -
. Terhadap Sarana Jari-Jari? Jari-Jari
Jenis Sarana Kesehatan Penduduk/
Jumlah Km? Kesehatan (Km) (Km)
Penduduk (Km?)
Rumah Sakit 240,000 912.00 263.1579 83.8082 9.1547
JARAK JANGKAUAN DG
DENGAN BOBOT
No. NAMA RUMAH SAKIT KAPASITAS TT KETERANGAN BOBOT
BOBOT PROPORSIONAL
SAMA (KM) (KM)
1 2 3 4 6 5 7
1 RSUD INDRAMAYU 388 240 9.15 1.62 14.79
2 RSUD MA SENTOT 191 240 9.15 0.80 7.28
3 RS BHAYANGKARA 107 240 9.15 0.45 4.08
4 RS MM 110 240 9.15 0.46 4.19
5 RS PERTAMINA BALONGAN 50 240 9.15 0.21 1.91
6 RSUD MIS 101 240 9.15 0.42 3.85
7 RS AL IRSYAD 24 240 9.15 0.10 0.92
8 RS MITRA WIDASARI 180 240 9.15 0.75 6.86
9 RS SENTRA MEDIKA 104 240 9.15 0.43 3.97
10 RS ZAM-ZAM 51 240 9.15 0.21 1.94
11 [RS MITRA PATROL 100 240 9.15 0.42 3.81
JUMLAH 1,406.0

Table analisis5 Why

Why 1 | Terlambat Terlambat sampai  di | Terlambat mendapatkan penanganan
mengambil fasilitas kesehatan
keputusan  untuk
berobat
Why 2 | Kondisi jalan | Kurangnya ketersediaan | Jarak menuju rumah sakit jauh sehingga memerlukan
yang kurang | fadsilitas kesehatan | waktu yang lama untuk mencapai rumah sakit
memadai rujukan
Why 3 | Kendaraan yang | Kekurangan kemampuan | Lokasi Rumah | Belum ada | Wilayah
lewat  melebihi | menyediakan ruang | Sakit tidak | dokumen administrasi
kapasitas beban | perawatan rumah sakit tersebar merata, | rencana yang luas dan
jaan sehingga tidak | penyediaan dan | berupa perdesaan
mampu pegembangan
menjangkau fasilitas
semua wilayah kesehatan di
daerah
62 Jurnal Kesehatan Indra Husada
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Why 4 Biaya untuk | Kemampuan Rumah sakit | Belum  adanya
meningkatkan kapasitas | pemerintah cenderung masterplan atau
pelayanan rumah sakit | untuk dibangun di | sistem kesehatan
yang besar meningkatkan wilayah  pusat | daerah

kinerja pertumbuhan pembangunan
pelayanan rumah fasilitas

sakit belum kesehatan
optimal rujukan

Sumber data : hasil analisis
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